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Abstract 

DKI Jakarta is a metropolitan city that grows many hotels. The hotel is an accommodation 

facility that includes a guesthouse, a guesthouse, a hostel, and others including boarding rooms 

that exceed 10 (ten) rooms. Hotel tax is a category of local tax that functions to collect taxes on 

hotel entrepreneurs, including the hotel tax object. The effectiveness of hotel tax on the Badan 

Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta in 2015-2019 can be said to have been effective with 

2015 amounting to 85.08% can be said to be quite effective, in 2016 93.73% can be said to be 

effective, in 2017 amounting to 95 , 67% can be said to be effective, in 2018 amounting to 

102.64% can be said to be very effective, while in 2019 amounting to 98.02% can be said to be 

effective. The contribution of hotel taxes to regional tax revenue at the Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah reached 4%, in 2016 it reached 5%, in 2017 it reached 4%, in 2018 it reached 

5% and in 2019 it reached 4%. The achievement of effectiveness is less consistent with hotel 

taxes because there are still many taxpayers who are not aware of the importance of registering, 

paying, and reporting hotel taxes to the regions. Therefore, Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

DKI Jakarta continues to socialize to the public to increase regional income, especially in hotel 

tax revenue. 
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Abstrak 

DKI Jakarta merupakan kota metropolitan yang menumbuhkan banyak hotel. Hotel merupakan 

fasilitas penyedia tempat penginapan yang meliputi wisma, pesanggrahan, losmen, dan lainnya 

termasuk kamar kos yang melebihi 10 (sepuluh) kamar. Pajak hotel merupakan kategori dari 

pajak daerah yang berfungsi memungut pajak terhadap pengusaha hotel yang termasuk objek 

pajak hotel. Efektivitas pajak hotel pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta pada 

tahun 2015-2019 dapat dikatakan sudah efektif dengan tahun 2015 sebesar 85,08% dapat 

dikatakan cukup efektif, pada tahun 2016 sebesar 93,73% dapat dikatakan efektif, pada tahun 

2017 sebesar 95,67% dapat dikatakan efektif, pada tahun 2018 sebesar 102,64% dapat dikatakan 

sangat efektif, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 98,02% dapat dikatakan efektif. Kontribusi 

pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI 

Jakarta pada tahun 2015 mencapai 4%, pada tahun 2016 mencapai 5%, pada tahun 2017 

mencapai 4%, pada tahun 2018 mencapai 5% dan pada tahun 2019 mencapai 4%. Pencapaian 
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efektivitas yang kurang konsisten terhadap pajak hotel karena masih banyaknya wajib pajak yang 

tidak sadar akan pentingnya mendaftar, membayar, dan melaporkan pajak hotelnya ke daerah. 

Maka, Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta terus bersosialisasi kepada masyarakat 

untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya dalam penerimaan pajak hotel. 

Kata Kunci: Pajak Hotel, Pajak Derah, Efektivitas, Kontribusi 

 

I. PENDAHULUAN 

endapatan Asli Daerah (PAD) meru-

pakan pendapatan yang diperoleh da-

erah yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang bertujuan membe-

rikan kewenangan kepada pemerintah daerah 

untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah 

sesuai dengan potensi daerah sebagai perwuju-

dan desentralisasi. Sumber pendapatan asli 

daerah berasal dari hasil pajak daerah, hasil 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli 

daerah lain yang sah, yang bertujuan untuk 

memberikan kebebasan kepada daerah dalam 

menggali pendanaan dalam pelaksanaan 

otonomi daerah. 

Pajak Daerah merupakan kontribusi 

wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang. Beberapa pajak 

yang dipungut oleh Badan Pajak dan Retribusi 

Daerah (BPRD) DKI Jakarta antara lain: Pajak 

Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, 

Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Resto-

ran, dan Pajak Hotel.  

Hotel merupakan suatu fasilitas tempat 

penginapan yang dipungut bayaran. Setiap 

pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan 

pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai 

kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan 

kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasili-

tas olahraga dan hiburan yang dipungut de-

ngan nama pajak hotel. Pajak hotel inilah yang 

nanti akan disetorkan ke kas negara oleh 

pemungut pajak. 

Dengan banyaknya hotel di DKI Jakarta 

dapat meringankan untuk para perantau, pe-

kerja maupun mahasiswa. Selain itu, iuran 

yang disebut pajak hotel dapat menjadikan 

pendapatan pajak daerah menjadi sangat efek-

tif. Efektivitas digunakan untuk mengukur hu-

bungan antara hasil pungutan suatu pajak 

dengan tujuan atau potensi rill yang telah 

dimiliki suatu daerah. Karena jumlah hotel 

yang ada di Jakarta terus mengalami pening-

katan dari tahun ke tahun dapat menambah 

keuntungan pemerintah daerah dalam peneri-

maan pajaknya. Untuk mengetahui tingkat 

P 
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pencapaian pajak hotel terhadap pajak daerah 

setiap tahunnya, maka perlu perbandingan 

antara realisasi dan target pada pajak daerah.  

II. KAJIAN TEORI 

2.1. Pajak Daerah 

2.1.1. Pengertian Pajak Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retri-

busi Daerah dalam (Damara, 2018) pengertian 

pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak 

adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan dae-

rah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rak-

yat. 

Sedangkan menurut Mardiasmo dalam 

(Rahmiyatun, Eka Dyah & Nurul, 2020) me-

nyatakan bahwa “Pajak daerah adalah iuran 

yang wajib dilakukan oleh masyarakat baik 

orang pribadi dan badan kepada daerah yang 

tidak mendapatkan imbalan langsung sifatnya 

dapat dipaksakan karena berdasarkan undang-

undang”. 

Dapat disimpulkan bahwa pajak daearh 

adalah kontribusi wajib rakyat kepada peme-

rintah daerah berdasarkan peraturan daerah 

yang bersifat memaksa tanpa mendapat imba-

lan secara langsung digunakan untuk keperlu-

an daerah bagi kesejahteraan rakyat. 

2.1.2. Sistem Pemungutan Pajak Dearah 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retri-

busi Daerah menetapkan sistem pajak untuk 

setiap pajak daerah, sebagai berikut: 

1. Sistem Pemungutan Pajak Daerah 

Pemungutan pajak daerah saat ini menggu-

nakan tiga sistem pemungutan pajak. Seba-

gaimana tertera dibawah ini : 

a. Dibayar sendiri oleh wajib pajak. 

b. Ditetapkan oleh kepala daerah. 

c. Dipungut oleh pemungut pajak. 

2. Pemungut Pajak Daerah 

a. Percetakan formulir perpajakan. 

b. Pengiriman surat-surat kepada wajib 

pajak. 

c. Penghimpunan data objek dan subjek 

pajak. 

Untuk wajib pajak sesuai dengan keteta-

pan kepala daerah maupun yang dibayar sen-

diri oleh wajib pajak seperti diterbitkan Surat 

Tagihan Pajak Daerah (STPD), surat keputu-

san pembetulan, surat keputusan keberatan 

dan putusan banding sebagai dasar pemungu-

tan dan penyetoran pajak. 
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2.1.3. Jenis-Jenis Pajak Daerah 

 Jenis-jenis pajak daerah menurut Un-

dang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terbagi 

menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak 

kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan se-

suai dengan kewenangan pengenaan dan pe-

mungutan masing-masing pajak daerah pada 

wilayah administrasi provinsi atau kabupaten / 

kota yang bersangkutan. Berdasarkan undang-

undang tersebut ditetapkan jenis-jenis pajak 

daerah, antara lain: 

1. Jenis Pajak Provinsi  

a. Pajak Kendaraan Bermotor 

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak 

atas kepemilikan dan/atau penguasaan 

kendaraan bermotor. Kendaraan bermo-

tor adalah semua jenis kendaraan beroda 

beserta gandengannya yang digunakan 

di semua jenis jalan darat dan digerak-

kan oleh peralatan teknik berupa motor 

atau peralatan lainnya yang berfungsi 

untuk mengubah suatu sumber daya 

energi tertentu menjadi tenaga gerak 

kendaraan bermotor yang bersangkutan 

termasuk alat-alat berat dan alat-alat 

besar yang dalam operasinya mengguna-

kan roda dan motor tidak melekat secara 

permanen serta kendaraan bermotor 

yang dioperasikan di air.  

Menurut Samudra dalam (Hadi & Res-

tiyana, 2018) disebutkan bahwa “Pajak 

kendaraan bermotor adalah pajak yang 

dipungut atas kepemilikan dan/atau 

penguasaan kendaraan bermotor, tidak 

termasuk kepemilikan atau penguasaan 

kendaraan bermotor alat–alat berat dan 

alat-alat besar yang tidak digunakan se-

bagai alat angkutan orang dan/atau 

barang dijalan umum”. 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBNKB) adalah pajak atas penyerahan 

hak milik kendaraan bermotor sebagai 

akibat perjanjian dua pihak atau perbua-

tan sepihak atau keadaan yang terjadi 

karena jual beli, tukar tambah, hibah, 

warisan atau pemasukan ke dalam badan 

usaha. 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 

adalah pajak atas penggunaan bahan 

bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar 

kendaraan bermotor adalah semua jenis 

bahan bakar cair atau gas yang diguna-

kan untuk kendaraan bermotor. 
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d. Pajak Air Permukaan 

Pajak air permukaan adalah pajak atas 

pengambilan dan/atau pemanfaatan air 

permukaan. Air permukaan adalah se-

mua air yang terdapat pada permukaan 

tanah, tidak termasuk air laut, baik yang 

berada di laut maupun di darat. 

e. Pajak Rokok 

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai 

rokok yang dipungut oleh pemerintah. 

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota 

a. Pajak Hotel 

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan 

yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah 

fasilitas penyedia jasa penginapan / pe-

ristirahatan termasuk jasa terkait lainnya 

dengan dipungut bayaran, yang men-

cangkup juga motel, losmen, gabuk 

pariwisata, wisma pariwisata, pesang-

grahan, rumah penginapan dan sejenis-

nya, serta rumah kos dengan jumlah ka-

mar lebih dari 10 (sepuluh). 

b. Pajak Restoran 

Pajak restoran adalah pajak atas pelaya-

nan yang disediakan oleh restoran. Res-

toran adalah fasilitas penyedia makanan 

dan/atau minuman dengan dipungut ba-

yaran, yang mencakup juga rumah 

makan, kafetaria, kantin, warung, bar 

dan sejenisnya termasuk jasa boga / 

katering. 

c. Pajak Hiburan 

Pajak hiburan adalah pajak atas penye-

lenggaraan hiburan. Hiburan adalah 

semua jenis tontonan, pertunjukan, per-

mainan, dan/atau keramaian yang dinik-

mati dengan dipungut bayaran. 

d. Pajak Reklame 

Pajak reklame adalah pajak atas penye-

lenggara reklame. Reklame adalah ben-

da, alat, perbuatan, atau media yang 

bentuk dan corak ragamnya dirancang 

untuk tujuan komersial memperkenal-

kan, menganjurkan, mempromosikan , 

atau untuk menarik perhatian umum ter-

hadap barang, jasa, orang, atau badan 

dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasa-

kan, dan/atau dinikmati oleh umum. 

e. Pajak Penerangan Jalan 

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas 

pengunaan tenaga listrik, baik yang 

dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari 

sumber lain. 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Pajak mineral bukan logam dan batuan 

adalah pajak atas kegiatan pengambilan 

mineral bukan logam dan batuan, baik 
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dari sumber alam di dalam dan/atau 

permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

g. Pajak Parkir 

Pajak parkir adalah pajak atas penye-

lenggara tempat parkir di luar badan 

jalan, baik yang disediakan berkaitan de-

ngan pokok usaha maupun yang disedia-

kan sebagai suatu usaha, termasuk pe-

nyediaan tempat penitipan kendaraan 

bermotor. 

h. Pajak Air Tanah 

Pajak air tanah adalah pajak atas pe-

ngambilan dan/atau pemanfaatan air ta-

nah. Air tanah adalah air yang terdapat 

dalam lapisan tanah atau batuan di 

bawah permukaan tanah. 

i. Pajak Sarang Burung Walet 

Pajak sarang burung walet adalah pajak 

atas kegiatan pengambilan dan/atau 

pengusahaan sarang burung wallet. 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan 

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 

perkotaan adalah pajak atas bumi dan / 

atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 

dan/atau dimanfaatkan oleh orang priba-

di atau badan, kecuali kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perke-

bunan, perhutanan, dan pertambangan. 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan 

Bea perolehan hak atas tanah dan ba-

ngunan adalah pajak atas perolehan hak 

atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan 

hak atas tanah dan/atau bangunan adalah 

perbuatan atau peristiwa hukum yang 

mengakibatkan diperolehnya hak atas 

tanah dan/atau bangunan oleh orang 

pribadi atau badan 

2.2. Pajak Hotel  

2.2.1. Pengertian Pajak Hotel 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 

11 Tahun 2010 dalam (Damara, 2018) tentang 

Pajak Hotel, “Hotel adalah fasilitas penyedia 

jasa penginapan atau peristirahatan termasuk 

jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, 

yang mencakup juga motel, losmen, gubuk 

pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, 

rumah penginapan, dan sejenisnya, serta 

rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 

(sepuluh)”. Pajak hotel dipungut atas pelaya-

nan yang disediakan oleh hotel dengan pem-

bayaran, termasuk jasa penunjang sebagai ke-

lengkapan hotel yang sifatnya memberikan 

kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasili-

tas olahraga dan hiburan. 
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2.2.2. Objek Pajak  

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 

11 Tahun 2010 dalam (Damara, 2018) tentang 

Pajak Hotel yang termasuk objek pajak hotel, 

antara lain: 

1. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang 

disediakan oleh hotel dengan pembayaran, 

termasuk jasa penunjang sebagai kelengka-

pan hotel yang sifatnya memberikan kemu-

dahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas 

olahraga, hiburan dan persewaan ruangan 

di hotel yang disewakan oleh pihak hotel. 

2. Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, 

faksimili, teleks internet, fotokopi, pelaya-

nan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas 

sejenis lainnya yang disediakan atau 

dikelola hotel. 

3. Tidak termasuk objek pajak hotel, antara 

lain: 

a. Jasa tempat tinggal asrama yang dise-

lenggarakan oleh pemerintah pusat atau 

pemerintah daerah. 

b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan 

sejenisnya. 

c. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asra-

ma perawat, panti jompo, panti asuhan, 

dan panti sosial yang sejenis. 

d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan 

wisata yang diselenggarakan oleh hotel 

yang dapat dimanfaatkan oleh umum. 

2.2.3. Subyek Pajak Hotell 

Subjek pajak adalah orang pribadi atau 

badan yang ditetapkan oleh peraturan daerah. 

Subjek pajak hotel adalah seorang pribadi atau 

badan yang melakukan pembayaran kepada 

orang pribadi atau badan yang mengusahakan 

hotel. Namun, perlu diketahui masing-masing 

hak dan kewajiban subjek pajak berbeda-beda. 

2.2.4. Wajib Pajak, Dasar Pengenaan 

Pajak, dan Tarif Pajak Hotel  

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 

11 Tahun 2010 dalam (Damara, 2018) tentang 

Pajak Hotel yang dimaksud dengan wajib 

pajak, dasar pengenaan pajak dan tarif pajak, 

sebagai berikut: 

1. Wajib Pajak Hotel 

Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau 

badan yang mengusahakan hotel. 

2. Dasar Pengenaan Pajak Hotel 

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah 

pembayaran atau yang seharusnya dibayar 

kepada hotel. 

3. Tarif Pajak Hotel 

Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% 

(sepuluh persen). 
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2.2.5. Cara Perhitungan, Masa Pajak dan 

Saat Terutang Pajak Hotel 

Menjelaskan cara perhitungan pajak 

hotel, masa pajak hotel, dan saat terutang 

pajak hotel, sebagai berikut: 

1. Cara Perhitungan  

Besaran pokok pajak hotel yang terutang 

dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak 

yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak 

yaitu jumlah pembayaran atau yang seharus-

nya dibayar kepada hotel. Berikut ini contoh 

soal dalam perhitungan pajak hotel: 

Salah satu hotel berbintang di DKI 

Jakarta yang bernama Istana termasuk fasilitas 

penyedia jasa penginapan atau peristirahatan. 

Berdasarkan laporan keuangan hotel selama 1 

(satu) bulan memperoleh pendapatan dari jasa 

penginapan beserta fasilitas yang tersedia 

sebesar Rp. 100.000.000,-. Berapakah pajak 

hotel yang harus dibayar oleh hotel Istana 

dalam bulan tersebut? 

Jawab:  

Rumus= Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

= 10 % x Rp. 100.000.000,00 

= Rp. 10.000.000,- 

Jadi besarnya pajak yang harus dibayar 

oleh hotel Istana dalam bulan tersebut adalah 

sebesar Rp. 10.000.000,- 

2. Masa Pajak 

Masa pajak hotel terdiri dari dua jenis 

masa pajak, antara lain: 

a. Masa pajak adalah jangka waktu yang 

lamanya sama dengan 1 (satu) bulan 

takwim. 

b. Bagian dari bulan dihitung satu bulan 

penuh. 

3. Saat Terutang Pajak 

Saat terutang pajak hotel, antara lain: 

a. Pajak hotel yang terutang terjadi pada 

saat pembayaran kepada pengusaha 

hotel atas pelayanan di hotel. 

b. Dalam hal pembayaran dilakukan sebe-

lum pelayanan hotel diberikan, pajak 

terutang pada saat terjadi pembayaran. 

2.3. Efektivitas dan Kontribusi 

2.3.1. Efektivitas  

Menurut Mahmudi dalam (Wokas & 

Kobandaha, 2016) menyatakan bahwa “Efek-

tivitas merupakan hubungan antara keluaran 

dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. 

Dikatakan efektif apabila proses kegiatan 

mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan 

(speding wisely)”. 

Menurut Halim dalam (Fitriya & 

Suparno, 2019) menyatakan bahwa “Efektivi-

tas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksa-
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nakan dan bukan atas konsep tujuan yang 

maksimum”. 

Menurut Mardiasmo dalam (Walewang-

ko, 2016) “Efektivitas adalah ukuran berhasil 

tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. 

Apabila suatu organisasi berhasil mencapai 

tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan 

telah berjalan dengan efektif”. 

Menurut (Pratama, Saifi & Zahro, 2016) 

“Efektivitas menggambarkan kemampuan pe-

merintah daerah dalam merealisasikan pajak 

restoran yang dianggarkan dibandingkan de-

ngan target yang ditetapkan berdasarkan po-

tensi riil daerah”. 

Dari pernyataan diatas dapat diartikan 

bahwa efektivitas pajak restoran adalah keber-

hasilan atau pencapaian dalam memungut pa-

jak restoran terhadap target yang direncankan. 

Untuk mengetahui efektivitas dari pajak resto-

ran ataupun pendapatan pajak daerah terlebih 

dahulu harus memiliki data, sebagai berikut: 

1. Target 

2. Realisasi 

Adapun rumus yang digunakan dalam 

menghitung efektivitas sebagai berikut: 

 

 

Untuk kriteria efektivitas yang diguna-

kan dapat dilihat pada tabel II.1 dibawah ini: 

Tabel II.1 Interpretasi Nilai Efektivitas 

Sumber: Depdagri, Kepmendagri 

No.690.900.327 (Pratama, Saifi, & Zahro, 

2016) 

2.3.2. Kontribusi 

Menurut Mahmudi dalam (Fitriya & 

Suparno, 2019) “Kontribusi adalah sesuatu 

yang diberikan bersama-sama dengan pihak 

lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu 

atau bersama”.  

Sedangkan menurut Fauziah Isfatul 

dalam (Rejeki, SE., Ak., M.Ak. M.Si., CA. & 

Jayanti, 2018) “Kontribusi merupakan sumba-

ngan atau sesuatu yang diberikan terhadap 

suatu kegiatan sehingga memberikan dampak 

yang bisa dirasakan“.  

Untuk mengetahui kontribusi dilakukan 

dengan membandingkan penerimaan pajak 

restoran periode tertentu dengan pendapatan 

pajak daerah periode tertentu pula. Berikut 

rumus untuk menghitung besarnya kontribusi 

dari pajak hotel terhadap pendapatan pajak 

daerah: 

Persentase Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

90% - 100% Efektif 

80% - 90% Cukup Efektif 

60% - 80% Kurang Efektif 

<60% Tidak Efektif 
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Penilaian kinerja rasio kontribusi dapat 

dilihat pada tabel II.2. 

Tabel II.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi 

Persentase Kriteria 

0,00%-10% Sangat Kurang 

10,10%-20% Kurang 

20,10%-30% Sedang 

30,10%-40% Cukup Baik 

40,10%-50% Baik 

>50% Sangat Baik 

Sumber: Depdagri, kepmendagri No. 

690.900.327 (Wardani &Fadhlia,2017) 

III. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dilakukan penu-

lis dalam mengumpulkan data yang dibutuh-

kan dalam pembahasan penelitian analisis e-

fektivitas dan kontribusi pajak restoran terha-

dap pendapatan pajak daerah pada badan 

Pajak dan retribusi daerah (BPRD) DKI Ja-

karta tahun 2015-2019 sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

Penulis melakukan pengamatan secara 

langsung pada objek yang diteliti tentang 

analisis efektivitas dan kontribusi pajak 

restoran terhadap pendapatan pajak daerah 

di Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

(BPRD) DKI Jakarta. 

2. Metode Studi Dokumentasi 

Penulis menggunakan metode studi doku-

mentasi yaitu dengan melakukan riset 

penelitian di Badan Pajak dan Retribusi 

Daerah (BPRD) DKI Jakarta dan mencatat 

data yang penulis dapatkan dari hasil pene-

lusuran di website, jurnal ataupun buku.   

IV. HASIL PENELITIAN 

4.1. Data Penelitian 

4.1.1. Besar Target dan Realisasi 

Penerimaan Pajak Hotel pada Badan 

Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) 

DKI Jakarta Tahun 2015-2019 

Dari hasil penelitian penulis mempero-

leh data target dan realisasi penerimaan pajak 

hotel pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

(BPRD) DKI Jakarta tahun 2015-2019 yang 

disajikan pada tabel IV.1, sebagai berikut. 

Tabel IV.1 Target Dan Realisasi 

Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan 

Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI 

Jakarta Tahun 2015-2019 
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Untuk mempermudah pembaca menge-

tahui target dan realisasi penerimaan pajak 

hotel tahun 2015-2019 dapat disajikan gambar 

sebagai berikut: 

 

Gambar IV.1  Target dan Realisasi 

Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2015-2019 

4.1.2. Besar Target Dan Realisasi 

Pendapatan Pajak Daerah Pada 

Badan Pajak Dan Retribusi Daerah 

(BPRD) DKI Jakarta Tahun 2015-

2019 

Dari hasil penelitian penulis mempero-

leh data target dan realisasi pendapatan pajak 

daerah pada Badan Pajak dan Retribusi 

Daerah (BPRD) DKI Jakarta tahun 2015-

2019 yang disajikan pada tabel IV.2, sebagai 

berikut 

 

 

Tabel IV.2 Target Dan Realisasi 

Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan 

Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI 

Jakarta Tahun 2015- 2019 

 

Untuk mempermudah pembaca menge-

tahui Target dan Realisasi Pendapatan Pajak 

Daerah Tahun 2015-2019 pada Badan Pajak 

dan Retribusi Daerah DKI Jakarta disajikan 

gambar sebagai berikut: 

 

Gambar IV.2 Target Dan Realisasi 

Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan 

Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI 

Jakarta Tahun 2015-2019 
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Target dan realisasi pendapatan pajak 

daerah tahun 2017 sebesar Rp.35.230.000. 

000.000,- dan Rp.36.500.782.266.176,- de-

ngan selisih target sebesar Rp.1.270.782.266. 

176 yang artinya telah melebihi target yang 

ditetapkan. Selanjutnya untuk target dan 

realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2018 

sebesar Rp.38.125.000.000.000,- dan Rp.37. 

552.701.941.025,- dengan selisih target sebe-

sara –Rp.572.298.058.975 yang artinya tidak 

melebihi target yang ditetapkan dan untuk 

target dan realisasi pendapatan pajak  

4.1.3. Besar Efektivitas Pajak Hotel Pada 

Badan Pajak Dan Retribusi Daerah 

(BPRD) DKI Jakarta Tahun 2015-

2019 

Dalam kinerja sebuah instansi seperti 

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) 

DKI Jakarta dapat di dilihat dari besar efekti-

vitas, yaitu dengan melihat besar realisasi 

yang diterima dengan target yang direncana-

kan. Untuk itu dalam menghitung besar efek-

tivitas dari pajak hotel pada Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta tahun 

2015-2019 penulis menggunakan rumus seba-

gai berikut: 

  

Dari perhitungan diatas penulis menya-

jikan hasil efektivitas dari penerimaan pajak 

restoran tahun 2015-2019 yang dapat dilihat 

pada tabel IV.3.  

1. Besar efektivitas penerimaan pajak hotel 

tahun 2015 dapat diketahui sebagai berikut: 

a. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 

2015 sebesar Rp. 1.276.285.658.514 

b. Target penerimaan pajak hotel tahun 

2015 sebesar Rp. 1.500.000.000.000 

c. Perhitungan efektivitas tahun 2015: 

=  

=  

= 85,08% 

Dengan demikian besar efektivitas pene-

rimaan pajak hotel untuk tahun 2015 sebesar 

85,08% dan dapat dikatakan cukup efektif. 

2. Besar efektivitas penerimaan pajak hotel 

tahun 2016 dapat diketahui sebagai berikut: 

a. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 

2016 sebesar Rp. 1.499.798.259.793 

b. Target penerimaan pajak hotel tahun 

2016 sebesar Rp. 1.600.000.000.000 

c. Perhitungan efektivitas tahun 2016: 

=  

=  

= 93,73% 
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Dengan demikian besar efektivitas 

penerimaan pajak hotel untuk tahun 2016 

sebesar 93,73% dan dapat dikatakan efektif. 

3. Besar efektivitas penerimaan pajak hotel 

tahun 2017 dapat diketahui sebagai berikut: 

a. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 

2017 sebesar Rp. 1.559.516.918.042 

b. Target penerimaan pajak hotel tahun 

2017 sebesar Rp. 1.630.000.000.000 

c. Perhitungan efektivitas tahun 2017: 

=  

=  

= 95,67% 

Dengan demikian besar efektivitas pene-

rimaan pajak hotel untuk tahun 2017 sebesar 

95,67% dan dapat dikatakan efektif. 

4. Besar efektivitas penerimaan pajak hotel 

tahun 2018 dapat diketahui sebagai berikut: 

a. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 

2018 sebesar Rp. 1.744.956.274.989 

b. Target penerimaan pajak hotel tahun 

2018 sebesar Rp. 1.700.000.000.000 

c. Perhitungan efektivitas tahun 2018: 

=  

=  

= 102,64% 

Dengan demikian besar efektivitas pene-

rimaan pajak hotel untuk tahun 2018 sebesar 

102,64% dan dapat dikatakan sangat efektif. 

5. Besar efektivitas penerimaan pajak hotel 

tahun 2019 dapat diketahui sebagai berikut: 

a. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 

2019 sebesar Rp. 1.764.501.470.285 

b. Target penerimaan pajak hotel tahun 

2019 sebesar Rp. 1.800.000.000.000 

c. Perhitungan efektivitas tahun 2019: 

=  

=  

= 98,02% 

Dengan demikian besar efektivitas pene-

rimaan pajak hotel untuk tahun 2019 sebesar 

98,02% dan dapat dikatakan efektif. 

Untuk mengetahui besar efektivitas pa-

jak hotel pada Badan Pajak dan Retribusi 

Daerah DKI Jakarta Tahun 2015-2019 sebagai 

berikut: 
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Tabel IV.3 Efektivitas Penerimaan Pajak 

Hotel BPRD DKI Jakarta Tahun 2015-2019 

 

Berdasarkan tabel III.3 dalam lima tahun 

terakhir penerimaan pajak hotel dikatakan 

efektif, karena besar realisasi penerimaan 

pajak hotel cukup mencapai dari potensi dari 

yang ditargetkan, walaupun setiap tahun me-

ngalami peningkatan namun pada tahun 2018 

ke 2019 terjadi penurunan. Hal ini membuk-

tikan bahwa BPRD DKI Jakarta dan segenap 

unitnya terus melakukan perbaikan demi ter-

capainya penerimaan pajak hotel yang terus 

meningkat dan lebih baik lagi. 

Berdasarkan hasil perhitungan efektivi-

tas penerimaan pajak hotel diatas, dapat disa-

jikan gambar sebagai berikut: 

 

Gambar IV.3 Efektivitas Penerimaan Pajak 

Hotel Tahun 2015-2019 

Berdasarkan gambar IV.4 penerimaan 

pajak hotel pada tahun 2015 mencapai 85% 

dari yang ditargetkan yang dapat dikatakan 

cukup efektif. Pada tahun 2016 terjadi pening-

katan dari penerimaan pajak tahun sebelum-

nya mencapai 94% dari yang ditargetkan dan 

dapat dikatakan efektif. Pada tahun 2017 ma-

sih dalam kriteria efektif karena mencapai 

96% dari yang ditargetkan. Untuk tahun 2018 

terjadi peningkatan yang cukup pesat menca-

pai 103% dari yang ditargetkan dan dapat 

dikatakan sangat efektif. Dan untuk tahun 

2019 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya 

mencapai 98% dari yang ditargetkan dan 

dapat dikatakan efektif.  

4.1.4. Besar Kontribusi Pajak Hotel 

Terhadap Pendapatan Pajak BPRD 

DKI Jakarta Tahun 2015-2019 

Dari hasil penilitian penulis mempero-

leh data realisasi pendapatan pajak daerah dan 

realisasi penerimaan pajak hotel pada Badan 
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Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI 

Jakarta tahun 2015-2019 yang disajikan pada 

tabel IV.4, sebagai berikut. 

Tabel IV.4 Realisasi Penerimaan Pajak 

hotel Dan Realisasi Pendapatan Pajak 

Daerah Tahun  2015-2019 

 

Rumus yang digunakan penulis dalam 

mencari kontribusi penerimaan pajak hotel 

terhadap pendapatan pajak daerah sebagai 

berikut: 

  

1. Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2015 

a. Penerimaan pajak hotel = Rp. 

1.276.285.658.514 

b. Pendapatan pajak daerah = Rp. 

29.076.926.598.506 

c. Kontribusi=  = 4% 

Hasil perhitungan diatas menunjukan 

bahwa kontribusi pajak hotel terhadap penda-

patan pajak daerah sebesar 4%. Untuk lebih 

jelasnya, perhatikan tabel dan gambar sebagai 

berikut: 

Tabel III.5 Realisasi Pendapatan Pajak 

Daerah BPRD DKI Jakarta Tahun 2015 

 

 

Gambar IV4 Kontribusi Pajak Daerah 

BPRD DKI Jakarta Tahun 2015 

2. Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2016 

a. Penerimaan pajak hotel = Rp. 

1.499.798.259.793 

b. Pendapatan pajak daerah = Rp. 

31.613.197.634.662 

c. Kontribusi=  = 5% 
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Hasil perhitungan diatas menunjukan 

bahwa kontribusi pajak hotel terhadap penda-

patan pajak daerah sebesar 5%, yang artinya 

terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya sebe-

sar 1%. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel 

dan gambar sebagai berikut: 

Tabel III.6 Realisasi Pendapatan Pajak 

Daerah BPRD DKI Jakarta Tahun 2016 

 

 

Gambar IV.5 Kontribusi Pajak Daerah 

BPRD DKI Jakarta Tahun 2016 

3. Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2017 

a. Penerimaan pajak hotel = Rp 

1.559.516.918.042  

b. Pendapatan pajak daerah = Rp 

36.500.782.266.176 

c. Kontribusi=  = 4% 

Hasil perhitungan diatas menunjukan 

bahwa kontribusi pajak hotel terhadap penda-

patan pajak daerah sebesar 4%, yang artinya 

kontribusi terhadap pendapatan pajak daerah 

menurun 1% dari tahun 2016. Untuk lebih 

jelasnya, perhatikan tabel dan gambar sebagai 

berikut: 

Tabel IV.7 Realisasi Pendapatan Pajak 

Daerah BPRD DKI Jakarta Tahun 2017 

 

 

Gambar IV.6 Kontribusi Pajak Daerah 

BPRD DKI Jakarta Tahun 2017 
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4. Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2018 

a. Penerimaan pajak hotel = Rp 

1.744.956.274.989 

b. Pendapatan pajak daerah = Rp 

37.552.701.941.025 

c. Kontribusi=  = 5% 

Hasil perhitungan diatas menunjukan 

bahwa kontribusi pajak hotel terhadap penda-

patan pajak daerah sebesar 5%, yang artinya 

berkontribusi terhadap pendapatan pajak dae-

rah dengan peningkatan 1% dari tahun 2017. 

Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel dan 

gambar sebagai berikut: 

Tabel IV.8 Realisasi Pendapatan Pajak 

Daerah BPRD DKI Jakarta Tahun 2018 

 

 

 

Gambar IV.7 Kontribusi Pajak Daerah 

BPRD DKI Jakarta Tahun 2018 

5. Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2019 

a. Penerimaan pajak hotel = Rp 

1.764.501.470.285 

b. Pendapatan pajak daerah = Rp 

40.239.655.989.720 

c. Kontribusi=  = 4% 

Hasil perhitungan diatas menunjukan 

bahwa kontribusi pajak hotel terhadap penda-

patan pajak daerah sebesar 4%, yang artinya 

berkontribusi terhadap pendapatan pajak dae-

rah dengan penurunan 1% dari tahun 2018. 

Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel dan 

gambar sebagai berikut: 
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Tabel IV.9 Realisasi Pendapatan Pajak 

Daerah BPRD DKI Jakarta Tahun 2019 

 

 

Gambar IV.8 Kontribusi Pajak Daerah 

BPRD DKI Jakarta Tahun 2019 

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan penelitian 

yang telah dilakukan penulis maka dapat di-

simpulkan, sebagai berikut: 

1. Besar target dan realisasi penerimaan pajak 

hotel pada Badan Pajak dan Retribusi Dae-

rah DKI Jakarta tahun 2015-2019 mengala-

mi kenaikan. Untuk realisasi penerimaan 

pajak hotel pada Badan Pajak dan Retribusi 

Daerah DKI Jakarta pada tahunnya tidak 

mencapai target yang telah direncanakan. 

Namun, pada tahun 2018 realisasi peneri-

maan pajak hotel pada Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah DKI Jakarta mencapai 

target dengan rincian target sebesar Rp. 

1.700.000.000.000 dan realisasi sebesar 

Rp. 1.744.956.274.989 yang artinya telah 

mencapai target yang direncanakan. 

2. Besar target dan realisasi pendapatan pajak 

daerah pada Badan Pajak dan Retribusi 

Daerah DKI Jakarta tahun 2015-2019 me-

ngalami kenaikan. Untuk realisasi pendapa-

tan pajak daerah pada Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah DKI Jakarta tidak menca-

pai target yang telah direncanakan. Namun, 

pada tahun 2017 realisasi pendapatan pajak 

daerah pada Badan Pajak dan Retribusi 

Daerah DKI Jakarta mencapai target de-

ngan rincian target sebesar Rp. 35.230.000. 

000.000 dan realisasi sebesar Rp. 36.500. 

782.266.176 yang artinya telah mencapai 

target yang direncanakan. 

3. Efektivitas penerimaan Pajak Hotel Pada 

Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI 

Jakarta tahun 2015 sebesar 85,08% dari 

target penerimaan. Pada tahun 2016 sebesar 
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93,73% dari target penerimaan. Pada tahun 

2017 sebesar 95,67% dari target penerima-

an. Pada tahun 2018 sebesar 102,64% dari 

target penerimaan. Sedangkan pada tahun 

2019 terjadi penurunan dari tahun sebelum-

nya sebesar 98,02% dari target penerimaan. 

Penurunan Efektivitas penerimaan Pajak 

Hotel disebabakan karena masih ditemukan 

banyaknya wajib pajak yang tidak patuh 

dalam pelaporan usaha perhotelannya atau-

pun penyetoran pajak hotel, dan semakin 

banyaknya pertumbuhan hotel baru dimana 

pertumbuhannya tidak sebanding dengan 

penambahan peningkatan wisatawan se-

hingga terjadi penurunan rata-rata harga 

kamar hotel. 

4. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapa-

tan Pajak Daerah DKI Jakarta tahun 2015 

sebesar 4% dari pendapatan pajak daerah. 

Pada tahun 2016 terjadi peningkatan dari 

tahun sebelumnya sebesar 5% dari penda-

patan pajak daerah. Pada tahun 2017 terjadi 

penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 

4% dari pendapatan pajak daerah. Pada 

tahun 2018 terjadi peningkatan dari tahun 

sebelumnya sebesar 5% dari pendapatan 

pajak daerah. Sedangkan pada tahun 2019 

mengalami penurunan dari tahun sebelum-

nya sebesar 4% dari pendapatan pajak 

daerah. 

5. Hambatan yang dihadapi Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah DKI Jakarta dalam me-

ningkatkan penerimaan pajak hotel terha-

dap pendapatan pajak daerah tahun 2015-

2019 diantaranya masih banyaknya wajib 

pajak yang tidak patuh terhadap penyetoran 

dan pelaporan pajak hotelnya, dan banyak-

nya pertumbuhan hotel baru yang mena-

warkan tempat penginapan pajak objek 

apartemen yang bukan merupakan objek 

pajak hotel. 

6. Upaya terhadap hambatan yang dihadapi 

dalam pemungutan pajak hotel terhadap 

pendapatan pajak daerah pada Badan Pajak 

dan Retribusi Daerah DKI Jakarta tahun 

2015-2019 diantaranya Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah DKI Jakarta terus mela-

kukan program kerja secara maksimal un-

tuk meningkatkan penerimaan pajak hotel 

dengan cara menyampaikan surat himbauan 

terhadap jumlah minimal setoran masa 

pajak hotel bagi wajib pajak hotel yang 

tidak patuh. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Aisyah, N., & Irawan, R. (2017). 

PENGARUH PAJAK RESTORAN 



  
 

YAYASAN AKRAB PEKANBARU  
 Jurnal AKRAB JUARA  

 Volume 6 Nomor 3 Edisi Agustus 2021 (184-204) 

 

203 

 

TERHADAP PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD) PADA KABUPATEN 

KUNINGAN. Journal of Chemical 

Information and Modeling, 53(9), 287. 

https://doi.org/10.1017/CBO978110741

5324.004 

 

Damara, D. (2018). KONTRIBUSI PAJAK 

HOTEL TERHADAP PAJAK DAERAH 

DI UPPRD GAMBIR JAKARTA 

PUSAT. 

 

Dede, S. (2017). Kontribusi Pajak Restoran 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Dispenda Kabupaten Bogor. Jurnal 

Moneter, IV(2), 139–144. 

 

Erica, D. (2017). Prosedur Penghitungan 

Terhadap Pengampunan Pajak Di 

Indonesia. 1(1), 10–17. 

https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.p

hp/ecodemica/article/view/1375 

 

Hadi, S. S., & Restiyana, D. A. S. (2018). 

Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan 

Bermotor Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Pada BPRD DKI Jakarta. Jurnal 

Moneter. 

 

Hartanti, Pujiwidodo, D., & Sianturi, D. A. 

(2018). PENGARUH PAJAK 

PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP 

PENERIMAAN PAJAK. Sikap, 3(1), 

63–73. 

 

Rahmiyatun, F., Setyaningsih, E. D., & 

Hidayah, N. (2020). Analisis 

Penerimaan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor terhadap 

Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI 

Jakarta. 7(1). 

 

Runtu, T., Ilat, V., & Pangalila, I. I. (2015). 

Analisis Pelaksanaan Sistem 

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 

Di Kota Manado. Jurnal Riset Ekonomi, 

Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 3(1), 

9–16. 

 

Sabil. (2016). Analisa Perkembangan 

Penerimaan Pajak BBNKB Sebagai 

Pendapatan Asli Daerah Pada 

DIPENDA Samsat Cibinong. 

MONETER. 

https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.p

hp/moneter/article/view/1195 

 

Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. 

(2019). Pengaruh Pajak Kendaraan 

Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak 

Daerah Pada Badan Pajak Dan Retribusi 

Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta. 

Moneter - Jurnal Akuntansi Dan 

Keuangan, 6(2), 149–156. 

https://doi.org/10.31294/moneter.v6i2.6

377 

 

Walewangko, T. L. U. (2016). ANALISIS 

EFEKTIVITAS PENCAIRAN 

TUNGGAKAN PAJAK AKTIF 

DENGAN TINDAKAN PENYITAAN 

TERHADAP PENCAIRAN 

TUNGGAKAN PAJAK DI KPP 

PRATAMA AMBON. Jurnal Riset 

Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan 

Akuntansi. 

 

Wardani, Raudhatun, & Fadhlia, W. (2017). 

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan dan Kontribusinya terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten 

Aceh Besar. Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Ekonomi Akuntansi Unsyiah. 

http://jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/vie

w/4039 



  
 

YAYASAN AKRAB PEKANBARU  
 Jurnal AKRAB JUARA  

 Volume 6 Nomor 3 Edisi Agustus 2021 (184-204) 

 

204 

 

 

Wokas, H. R., & Kobandaha, R. (2016). 

ANALISIS EFEKTIVITAS, 

KONTRIBUSI DAN POTENSI PAJAK 

REKLAME DAN PAJAK HOTEL 

TERHADAP PENDAPATAN ASLI 

DAERAH KOTA KOTAMOBAGU. 

Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, 

Bisnis Dan Akuntansi. 

 

Zainuddin, Z. (2016). EFEKTIFITAS, 

EFISIENSI DAN KONTRIBUSI 

PAJAK DAERAH TERHADAP 

PENDAPATAN ASLI DAERAH 

PROVINSI MALUKU UTARA. Jurnal 

Ilmu Ekonomi & Sosial Unmus. 

 


